KABUPATEN TABANAN 
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR : 40 TAHUN 2022 


TENTANG 


DELEGASI DESA DALAM BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 


Menimbang : a. 


Mengingat : 


1. 


PERBEKEL DESA BAJERA 


bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan kerjasama antar 
desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), 

bahwa dalam Musyawarah Desa pada harl Jumat tanggal 8 Juli 2022 
telah menyepakati dan menetapkan delegasi Desa Bajera dalam Badan 
Kerjasama Antar Desa, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
danb, perlu ditetapkan delegasi desa dengan Keputusan Perbekel. 


Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495), 

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717 ), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 


11. 


12. 


13. 


15. 


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumberdari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 


Republik Indonesia Nomor 6623), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 


Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2091), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 53), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 89): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang 
Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444), 


. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 


Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611), 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 


2019 Nomor 1203), 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 


Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, 
dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ 
Badan Usaha Milik desa Bersama (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tatacara 
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir 
masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik 
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1224), 


. Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana 


Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2022 
s/d 2027. 

Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2022 tentang 
Kerjasama Desa, 


Menetapkan 


KESATU 
KEDUA 


KETIGA 


MEMUTUSKAN 


DELEGASI DESA DALAM BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 
(BKAD) 

Menetapkan nama-nama Delegasi Desa Bajera dalam Badan Kerjasama 
Antar Desa (BKAD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini. 
Delegasi Desa Bajera dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 
bertugas sejak Keputusan Perbekel ini ditetapkan, dan atau sampai dengan 
masa jabatan masing-masing secara ex officio berakhir. 

Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan 
Perbekel ini akan diadakan perbaikan seperlunya. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 11 Juli 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


1 PUTU SUKARATA 


| # Lampiran : Keputusan Perbekel Desa Bajera 
: Nomor : 40 Tahun 2022 


TENTANG 
DELEGASI DESA DALAM BADAN KERJASAMA ANTAR DESA 


ALAMAT JABATAN 


I Putu Sukarata,ST Desa Bajera Perbekel 


Drs. I Ketut Suastika, M.Si Desa Bajera Ketua BPD 


I Made Sumantera Desa Bajera Kelian Dinas 


I Wayan Rusdianta Desa Bajera Kelian Dinas | 
Ida Ayu Putu Tirtawati Desa Bajera Perwakilan Perempuan 
Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 11 Juli 2022 
PERBEKEL 


ka 


1 PUTU SUKARATA 


